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ABSTRAK

Billv Andino Putra
Skripsi
Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Realisasi Fenerimaan
Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk menpetahui apakah kepatuban wajib pajak badan
vang ditinjau dari jumlah pembavaran‘penyeloran PPh Pasal 23 Badan yang
dilaporkan tepat waktu serta banyaknyva wajib pajak badan akiil’ mempunyai
pengaruh vang sipnifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pusal
25/29 badan, dimana peenclitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak padang,

Penelitian ini mengeunakan data kuanitanf denpan menggunakan data primer
vang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Padang mulai dari Janvari 2007 sampai
dengan Oktober 2009, Statistik uji yang digunakan adalah regresi limer herganda
dan data diolah secara kemputerisasi dengan program SI'S5 vers: 13,

Penelitizn ini membuktikan babwa pembavaran FPh 25 badan yang dilaporkan
tepatl waktu dan jumlah wajib pajak badun aktfl secars simultan dan parsial
berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PP pasal 25/2% Badan di KPP
Padang.

Kata Kuncl: Kepatihan Wajih Pajak, Wajih Pajek Badan Akl PRh Pasal X3
Penervimaan Pojek Penghasilan 23/20 Badan,



BAR 1

PENDANULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimasn Mepara Indonesia berasal dari berbagai sekior,
dimana semua hasil penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan
dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu sumber
penerimaan vang paling potensial ialah dari penerimaan pajak, Penerimaan pajok dapat
herpsal dori pajak Penghasilan (PPhy dari sektor migas dan non migas, Pajak
Pertambaban Milai (PPN, pajak penjualan atas barang mewsh {(PPRBM), pajak bumi dan
bangunan (PBB), bea peroleban atas tanah dan bahan banpunan (BHPTR), penerimaan
cukai. maupun pajak-pajak lamnya.

kechijakan perpajakan dalam tahun 2008 akan difokuskan untuk meningkatkan
kepastian hukum. meningkatkan keadilan, dan memberikan kemudahan kepada wajib
pejak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan, serta mendorong  peningkatan
kepatuhan masyarakal  untwk  melaksanakan  kewajiban  kenegarasn  dalam  bidang
perpajakan, menwju pada kemandivian dalam pembiayaan anggaran negara.

Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan efektititas pemungutan pajak serta
memperluas objek pajak, tanpa menggangzu sektor usaha, Pemerintah jupa memiliki
komitmen agar kebijakan perpajakan dilakukan denpan tidak memberikan  beban
tambaban kepada pelaku ekonomi. Hasil dari berbagai kebijakan tersebut tampak dari

realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja MNegara {APBN) dari sekior



perpajakan yang meningkat darl waktu ke wakw, Bertambahnya nilai absolute
penerimaan pajak menunjukkan beberapa hal vaitu bahwa
{iy Penerimaan pajak masih merupakan andalan atau tlang punggung sumber
penerimaan AFBMN
(i} Pajuk mervpakan sumber penerimaan yang lebih omon dan mandiri
ketimbang tergantung pada pinjaman luar negeri {misalnya IMI ataupun
Gl

Definist kepatuban biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib
pajak mematuhi undang-undang perpajakan. Agar suatu sistem perpajakan cfekil,
mavoritas wajib pajak harus patub terhadapnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan fakier
ulama vang mempengarshi realisasi penerimaan pajak. dimana kepatuhan wajib pajak
dalam hal ini dinilai dengan ketaatanya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi
formil dan materiil. Misalnva kepatubanva dalam hal wakiu, seorang wajib pajak
munzkin selaly membavar kewajibanya secara penuh tetapi jika kewajiban terschut
dibavar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianopop sebagai patub.

Waijib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan
melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena
merupakan  sustu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak.
Fepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apahila
kepatuhan dart wajib pajak mengalami peningkatan maka secara tidak Jangsung juga
akan memperbesar penerimaan Megara dari sektor pajak.

Berkaitan dengan penjabaran tersebut di atas, maka penulis ledarik untuk

mengetahui  apakah  kepatuhan  wajib pajak  dapat bempengaruh  terhaslap  realisasi

LR



BARR'V
Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertejuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak

badan vang ditinjau dari jumiah pembayaran PP asal 23 Badan vang dilaporkan

tepat wakiu serta banyaknya wajib pajak badan aktif schagai variabel independent
mempunyai pengaruh yang signifikon terhadap realisasi penerimaan  pajak
penghasilan pasal 25/29 badan sebagai variabel dependen. baik secars parsial
maupun secara simultan. Adapaun variabel vang digunakan dalam penelitian ini
ada 2 (dua), vaitu jumlsh pembayaran‘penyetoran 'Ph Fasal 25 Badan yang
dilaporkan tepat wakiu dan jumlah wajib pajak badan aktiif. Penelitian ini
dilakukan di Kantor Pelavanan Pajak Padang, dengan menggunakan data Januari

2007 -CHetaber 2009,

Berdasarkan hasil uji statistik vang telah dilakukan, diperaleh hasil
sebapai herikut:

- Pada pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi
telah  bebas  dari  masalah  moltikolinieritas,  heteroskedastusitas,
autokorelasi, dan telah memenuhi asumsi normalitas,

" Selanjutnva, berdasarkan hasil perhitungan uji simultan {uji Fl. dibuktikan
bahwa jumlah pembayaran PPh 23 Badan vang dilaporkan secara tepat
waktu dan jumlah wajib pajak badan akeif secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan PPh 25/29 Badan di KPP Padang



DAFTAR PUSTAKA

Darcktorst Jenderal Pajak. 2000, Undeng-Undang Pofak Tabun 2000, Jakarta:
Salemba Empat.

Muarsyahrul, Tony, 2005, Pojek Penghasilan Potongan dan Punentan Pasal 21, 22
23,26, LU No, 1720000, Jakarta: PT Gramedia Widvasarana Indonesia,

Mur Indrigntore dan Bambang Supoma. 2002, Metodologi Perelittan Bisnis, Edisi
Pertama, Yogyvakarta. BPFE.

sekaran, Uma. 2006, Metododog! Penelitian wntuk Bisnis, Edisi Pertama, Jakarta:
Salemba Empat.

Undang-Undang Memor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
Lindang-Undang Momor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.

Wiraman B. [lyas dan Ruodi Suhariona, 2009, Paiak Penghavilon. Jakara: Salemba
Empat

Waluyo & Wirawan B. llyas. (2002). Perpajakan Indonesia, Buku 1 {edisi pertama).
Jakarta: Salemba Empat.

hitp:fwwaortax . orefilesdlampican/07P]_SE19 him

hiipy/fsumbar.bps.po.id@pace=anikel& fd=artikel &act=lihat& idiopik=&idarlikel=68

httpesumbar bps eo.id P pagearikel & M=artikel&ac=lihald idiopik=20 | &idartikel=
78

http:/sumbar bps eo.id P pace=artikeld M=artikel&act=lihai& idiopik =203 &idartikel=

102



